SKRIPSI

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

PANGESTY PRAVIA CHINTAMI
1510111112

Program Kekhususan :Hukum Pidana (1V)

UNIVERSITAS ANDAL 0

e “")‘y} AJA A <
Dy S Y Ty aneE
Uk 3 A

Pembimbing :

Nilma Suryani, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019



PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
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ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi masalah nasional maupun Internasional
yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena tidak saja memberikan
dampak yang buruk terhadap pengguna, melainkan juga berdampak secara sosial, ekonomi dan
kultural. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi wewenang khusus
dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika. BNN mempunyai perwakilan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di
wilayah provinsi maupun di kabupaten/kota. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang
hendak dibahas adalah:1.Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika oleh  BNNP Sumbar? 2.Bagaimanakah koordinasi BNNP Sumbar
dengan penyidik Polri? 3.Apakah kendala yang dihadapi oleh BNNP Sumbar dalam melaksanaan
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya apa yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang
bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Sumbar dilakukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi BNNP Sumbar dengan penyidik Polri
yaitu apabila akan mengadakan razia gabungan, melakukan penyuluhan ke masyarakat atau
instansi pendidikan, melakukan penangkapan dan si tersangka patut untuk direhab, lalu saling
memberitahu secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan. Kendala yang dihadapi oleh BNNP
Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu masih
kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan personil serta sarana dan prasarana. Terakhir upaya
yang dilakukan BNNP Sumbar untuk mengatasi beberapa kendala tersebut seperti lebih sering lagi
melakukan penyuluhan ke lingkungan masyarakat dan instansi pendidikan serta memaksimalkan
kemampuan personil yang ada dan mencoba meminta penambahan personil dari Polri.



